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Peraturan Daerah Kcota Besar Surabaja
No, 36 tahun 1955,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut ;

wPeraturan Daerah Kota Besar Surabaja mengenai pemungutan padjak jang
disebut ,padjak djalan™.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunfinja dengan ketentuan-ketentuan
dari .Soerabajasche Straacbelasting” Jang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1936
sebagai telah diubah dan ditambah terathir dengan peraturan daerah pada tanggal
30 September 1952 jang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepa'a Daerah Pro-
pinsi Djawa Timur di Surabaja pada taoggel 26 Desember [952.

Pasal 1.
Peraturan daerab ini jang dapat disebut .Peraturan padjak djalan Keota Besar

Surabaja” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955,

Ditetapkan ofeh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja.
pada tanggal, |0 Agustus 1955.

Ketua,
ted.

Kepala Daerah
R. SOEPRAPTO

Kota Besar Surabaja,

ted. Untuk turunan sebenarnja,
R:P.A. MAKMOER Sekertaris
Wakit,

td,
f(MOMK JACOERB)
Disahkan oleh Gubernur, Kepala Dzerah Propinsi Djawa Timur dengan surat
keputusannja No, 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinti Djawa Timur tanggal I3
Agustus 1955 Sert B No. I},
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~SOERABAJASCHE STRAATBELASTING”
Jang dimaksud dalam pasal | ,Peraturan Padjak-Djalan Kota Besar Surabaja”.

Pasal V.

(n Didalam daerah Kotamadya Surabaja dipungut padjak dengan nama ,,Padjak-
Djalan™ atas persil-persil jang sudah dan jang belum ada bangunannja serta jang ber-
batasan atau berdekatan dengan djalan-djalan umurm Jang dipefihara oleh Kotamadya.

(2) Jang dimaksud dengan ,berbatasan atau berdekaran” termasuk djuga dalam
keadaan terplsah dari djalan-djalan tersebut dengan sedjalur tansh jang tidak ada
bangunannja dan/atau dengan perairan jang lebar seluruhnja tidak melebihi 20 meter,
dengan pengertian bahwa untuk menentukan ukuran lebar tadi, tanggal dan selokan
dlhitung sebagai djalan. Dengan ,.djalan™ dalam peraturan ini dimaksud djuga ,tanah-
lapangan®,

(9) Dengan ,.persl}” dalam peraturan Inl dimakaud tiap-tiap benda tetap (tidak
bergerak) atau bagiannja jang menurut sifat atau peruntukannja merupakan suatu ke-
satuan tersendlri.

4 Apakah syatu persil sudah atau belum ada bangunannja dipertimbangkan ber-
dasarkan keadaan pers! tersebut.

Pasal 2.
n Wadjib-padjak adalah mereka jang atas persil mempunjai hak® sebagat berikuc:

a. hak-milik (bezit), eigendom, guna bangunan, erfpacht, guna-hasH (vruchtgebruik),
memakal atau mendiami dalam arti kata menurut Kitab Undang? Hukum
Perdata, Dengan hak eigendom dalam arti kata menurut Kitab Undang? Hukum
Perdata dimaksudkan djuga hak domein Negara menurut Agrarisch Besluit,
termuat datam Staatsbiad 1870 No )1i8;

b. hak-milik perseorangan turun-temurun ;

c. hak-elgendom menurut pengertian Keputusan tanggal 16 April 1872 No., 79
termuat dalam Staatsblad 1872 No, 17

d. hak-pakal jang tunduk pada Ordonnantie, termuat dalam Staatsblad 1918 No. 287,

e. suatu hak jang timbul karena suatu persetudjuar sewa-menjewa dengan pihak
Kotamadya Surabaja ;

f. suatu hak jang timbul karena suatu persetudjuan sewa-menjewa dengan nihak
Kotamadya Surabaja dalam persedjuan mana kepada penjewa diberi hak nem
bell persil ftu sesudah waktu persetudjuan sewa-menjewa tersebut be:aclt
danfatau sesudah membajar sesvatu djumlah harga-sewa tertentu;
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g.- suatu hak jang timbul karena suatu perdjandjian djual-beli denganp thak Ko-
tamadya Surabaja jang antara [lain menetapkan, bahwa penjerahan eigendom
persil tersebut baru akan dilakukan, setelah Jebih dahulu djumlah harga pem-
belian seluruhnfa, djika perlu ditambah dengan beban-beban tertentu, biaja
atay bunga, dibajar lunas kepada Kotamadys Surabaja;

h. suatu hak-sewa jang timbul karena sustu perdjandjian langsung dengan Peme-
rintah untuk djangka waktu sedikit-dikitnja dua-puluh tahun atas tanah Negara,
ketjuali djlka dlatas tanah tersebyt tardapat bangun-bangunan milik Pemerintah,
jang diperoleh tidak dari peninggalan melutu.

Dijikalau perdjandjian sewa-menjewa itu dilakukan untuk waktu kurang dari
dua pulub tahun, maka penjewa tetap diwadjibkan membajar padjak, apablla
persewaan ity merupakan kelandjutan persewaan jang diberikan cleh Peme-
rintah kepada penjewa terdahuiu untuk djangka waktu sedikit-dikitnja dua
puluh etahun, '

[F3)] Apabiia suatu persit dibebani lebih’ dar) satu hak tersebut dalam ajat (1), maka
Jang bukan wadjib-padjak iafah pemegang salah satu hak tersebut datam ajat (1), dari
Hlapa pemegang lainnja dari salah satu hak tersebut dalam ajac (1) atas persil itu
menerima haknja

(3) Djika mengenai suatu persil tidak dapat ditundjuk siapa pemegang darl salah
matu hak tersebut dalam ajac (1), mzka wadjib-padjak lalah jang memperoleh manfaat
dari persil tersebut,

(4) Selama tidak dibuktikan sebaliknja, maka guna pengeterapan peraturan ini,
orang jang terdaftar da'am Register-Register Umum untuk sesuatu hak dimaksud da-
lam ajat (1), dianggap sebagai pemegang hak itw.

-] Djika beberara orang bersama-sama mendjadi wadjib-padjak atas sebidang atau
aberapa bidang persil, maka mereka masing-masing bertanggung-djawab atas pem-
bjaran padjak seluruhnja,

Pasal 3.
{n Padjak tidak dipungut atas persil-persif :

a, milik Daerah Kotamadya Surabaja, jang tidek dibebani hak-hak dimaksud
dalam pasal 2;

b. milik Negara, Daerah Tingkat I atau Daerah-daerah Otcnom berdasarkan
pasal 121 ,Indische Staatregeiing”, jang melulu dipergunakan urtuk dinas umum;

c. milik Negara, dimana terdapat bangun-bangunan, jang dipergunakan sebagal
perumahan dinas, sepandjang perumahan-perumahan dinas Inl termasuk golengan
satu dan dua dari perumahan-perumahan dimaksud dalam casaf 2 zjat (2) dan
(3} .Burgerlifke Woonregeling 1934" (Stastsblad 1934 No. 147} dan Bagian
X1 pasal | ajat (2) dan (3) tarip Angkatan Perang No. 36 {Suaatsbfad 1929 No. 60);
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d. milik Negara dan jang, apabila persil 1tu tidak ada bangunannja, tidak dibe-
banl hak-hak seperti termasuk dalam ‘pasal 2, atau jang, apabila diatas persi
itu terdapat bangun-bangunan, dibebani hak sewa jang dlperoleh dari perdjan.
djian langsung dengan Pemerintah jang tidak termasuk perdjandjian dimaksud
dalam pasal 2 ajat (i) sub h;

e. Jang tanpa maksud mentjari keuntungan semata-mata, dapat dianggap chusus
atau terutama dipergunakan atau disediakan untuk mendjalankan peribadatan,
pekerd|aan soslal, perawatan orang-orang sakit dan tfatjad, untuk pemberian
pendidikan atau untuk mempeladjari kebudajaan danfatau Himu? pengetahuan,

f. jang njata-njata diperuntukkan tempat pemakaman ;
g Jang dipergunakan untuk djalan kereta api atau tram ;
h. Jang tidak ada bangunannja dan tidak diperoleh penghasilan,

(2) Pembebasan termaksud dalam ajat (1) sub e, f dan g pasal ini tidak berlaku
bagl persil-parsii jang dipergunakan untuk tudjuan-tudjuan tersebut dibawah huruf.
buruf itu oleh pihak lain daripada wadjib padjak.

(3) Apabila salah satu dari persil persil dimaksud dalam ajat {]) sesudah tanggal
I DJanvari dari sesuatu tahun-padjak diubah sed:mikian rupa peruntukannja, sehingpa
tidek lagi termasuk pembebasan-pembebasan tersebur, maka untuk persit’itu dikena-
kan padjak sebesar seperduabelas darl padjak setahun penuh kall djumlah bulan pe-
nuh fang tersisa sesudah bulan jang tidek ada pembebasan padjak lagi menurut hukum.

{4 Apabila darl persil, untuk mana terdapat alasan pembebasan sebagal dimaksud
dalam ajat (1) pasal Inl, sebagian mempunjai peruntukan jang tidak termasuk pembe.
basan, maka untuk bagian persil ini dikenakan padjak menurut perlmbangan,

Pasal 4.
(!) Padjak dihitung menurut lebar persil Jang berbatasan dengan djalan,

2 Pengukuran persil dilakukan oleh atau atas nama Kotamadya Surabaja.

(3) Dalam menghitung padjak baglan dari satu meter Jang kurang darl setengah
meter dihapuskan, setengah meter atau lebih dibulatkan mendjadi satu meter.

4 Untuk persll jang pada lebih darl satu sisl berbatasan atau berdekatan dengan
djalan-4jalan jang termasuk salah satu kelas dalam ajat {3) pasal 5 sub { s/d sub 7,
padjaknja dihitung menurut djalan jang menghasilkan padjak terbanjak. Djalan-djalan
dimana persil itu tidak mempunjal pintu-keluar dan darimana persit tersebut dipisah-
kan dengan pagar pekarsngan jang tingginja sedikit-dikitnja 2 meter dan jang menus
tup pemandangan, masukkan-dalam perhitungan padjak.

Pasal 5,
(1)) Untuk menghitung padjzk, maka djalan-4jalan dibagl dalam tudjuh ke'as.
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(2} Pembagian dimaksud dalam ajat (1) tiap - tiap tahun ditetapkan dengan kepu-
tusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebelum atau pada awal tahun padiak.

(3) Pembagian dimaksud dalam kedua ajat tersebut diatas dilakukan menurut ke-
tentvan-ketentuan berikut:

ke-1. Dalam kelas | dimaksukkan djalendjalan jang terbuka bagl falu-lintas kendaraan
dengan lebar perkerasan tidak kurang darl 850 meter jang berbatasan dengan
atau diperuntukkan bangunan-bangunan besar melulu,

ke-2, Dalam kelas 2 dimasukkan djalan-djalan lain jang terbuka bagi lalu-lintas ken-
darsan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 8.50 meter, dan pula dja-
fan-djalan jang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak
kurang dari 5.50 m, dan kurang dari 8.50 meter jang berbatasan dengan atau
diperuntukkan bangunan-bangunan besar melulu.

ke-3. Dalam kelas 3 dimzsukkan djalan-djalan lain jang terbuka bagi lalu-firtas ken-
daraan dengan lebar perkerasan tidak kurang darl 5.50 m. dan kurang dari 8,50
meter,

ke-4. Dalam kelas 4 dimasukkan djslan-djalan jang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan
dengan lebar perkerasan tidak kurang darl 3 m. dan kurang dari 5.50 meter
Jang terletak dalam iingkungan-lingkungan jang tjukup baik derad|atnfa.

ke:5, Dafam kelas 5 dimasukkan djafan-djalan fain jang terbuka bagl fafu - lintas ken-
daraan dengan lebar perkerasan tidik kurang dari 3 m, dan kurang dari 5.50
meter, dan pula djalan - djalan diperkeras jang tidak terbuka bagi {alu - lintas
kendaraan jang lebarnja lebih dari 8 meter,

ke-6. Dalam kelas 6 dimasukkan djalan-dja'an jang terbuka bagi lalu lintas kendaraan
dengan lebar perkerasan kurang dari 3 meter, dan pula djalan-djalan diperke-
ras jang tidak terbuka bagi lalu ~ lintas kendaraan jang lebarnja tidak kurang
darl 5 m. dan tidak lebih dari 8 meter.

ke-7. Dalam kelas 7 dimasukkan djalan-djalan diperkeras jang tidak kurang dari
.50 meter sampai 5 meter.

L) Jang dimaksud dengan .lebar perkerasan” dalam ajat (3) pasal ini ialah leban
perkerasan rata-rata tanpa trotoar

(5) Apabila deradjat djalan menjebabkan sdanja alasan untuk itu, begitu puia ber-
dasarkan febth atau kurang intens.fnja penggunaan persil-persii jang terletak pada
djslan dan selandjutnja berdasarkan biaja-biaja pembuatan dan pemeliharaan djalan, ma-
ka penggolongan kelas untuk satu djalan arau lebih ataupun bagian-bagian djalan da-
pat menjimpang dari jang ditetapkan daiam ajst 3) dan djalan jang bersangkutan da-
pat dimasukkan kelas jang lebih tinggl atau lebih rendah.

Pasal 6.

( Djum!ah padjak setabun tiap-tiap satu meter untuk tanah jang ada bangunan
diatasrja, adalah sebagai dibawah :
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Untuk persil sepandjang djalan kelas satcu  Rp. 10,—

|

2 " ” " . w  dua W 72,50
3 v " " " W tiga w5
4. " " . " \ empat ,, 2,50
5 " " b - wo lima wo L—
6 " . ’ " « enam ,, 050
7 ' " " " w tudjuh ,, 0,50

(2) Untuk persil jang tidak ada bangupnan diatasnja, akan tetapl mengeluarkan

penghasilan, djumlah padjak adalah sebagai berikut :

a. djika mengenal persil jang chusus dipergunakan untuk pertanian, satu per se.
puluh dari padjak untuk persil Jang ada bangunannja menurut, perhitungan
dimaksud dalam ajat (I;;

b. dalam hal-hal lainnja, satu perlima darl padjak untuk persil Jang ada bangy
nannja menurut perhitungan dimaksud dalam ajat (}).

{3} Djika ditundjukkan oleh wadjib-padjak, bahwa ketetapan padjak untuk peru!
Jang ada bangunannja menurut tarip dimaksud dalam ajat-ajat (1)} dan (2} pasal Il
meleblhi enam per seratus dari harga sewa setahun. maka ketetapan dikurangi men-
djadl djumlah sehingga mendajdl enam per seratus dari harga sewa ftu.

(4) Jang dimaksud dengan ,harga sewa” dalam peraturan Ini lalah wang sewa jany
dipungut dalam keadaan biasa ditambah dengan beban-beban jang dinlai dengan har.
g» vang, jang dipikul cleh penjewa, akan tetapl djika tidak ada sjarat Jang menentu
kan ltu, akan mendjadl beban orang jang menjewakan.

5 Djika usng sewa jang demikian tidak diketahui atau djika harga-sewa jang dl-
adjukan oleh wadjib-padjak menurut pendapat Kepala Daerah tidik sesuaj dengan
harga-sewa |ang lazim bagl persil-persil jang dapat disnggap sederadjat, maka harga
sewna ditetapkan menurut taksiran dengan tjara Jang ditentukan oleh Dewan Perw.-
kilan Rakjat Daerah.

(6) Djika djumlah ketetapan padjak untuk persil jang ada atav tidak ada bangunar
nja akan kurang darl Rp. 1,—, maka padiak tidak ditetapkan.

Pasal 7.

{1} Sebagal desar guna menghitung ketetapan padjak untuk sesustu tahun-pad|ak
dsn guna mempertimbangkan kewadjiban-padjak, ditentukan menurut keadaan pada
{ DJanvari tahun itu,

{2 Tahun-padjak adalah rahun-almanak.

(3) Mereks lang wadjlb - padjak pada [ Djanusri. dikenakan padjak untuk satu
tahun penuh,
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(4) Mereka Jang mendjadl wadjib-padjak sesudah | Djanuarl sesuatu tahun-padiak,
dikenakan padjak untuk bulan-bulan penuh darl tahun-padjak fang belum berdjalan
pada saat terdjadinja kewadjiban-padjak.

(5} Penetapan padjak dilakukan karena djabatan (ambtshalve).

Pasal 8.

() Untuk padjak Inl tiap tahun diadakan dan ditetapkan kohir-kohir menurut
tjara sebagal dimaksud dalam pasal 2 dari ,,Aturan-aturan tentang pemungutan dan
penagihan padjak-padjak Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kotamadya™,
dimaksud dafam Staatsblad 1927 No. 517, sebagaimana aturan-aturan ini kemudian
skan diubah dan ditambah,

Tjontoh kohir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

) Setelah kohir ditetapkan, maka surat-surat ketetapan-padjak selekas mungkin
ditertmakan kepada wadjib-wadjib padjak ;

Tjontoh surac-ketetapan-padjak ditentukzn oleh Kepata Caerah,

(3) Penerimaan surat.surat ketetapan-padiak jang dimaksud dalam ajat {2) dilaktt-
kan menurut tjara jang ditentukan oleh Kepala Daeran.

(4 Djikalau Jang berhutang padjak berada diluar Indonesia ataw tidak diketahul
tempat-tinggainja dan kepada Kepala Daerah tidak diberitahukan slapa jang ditundjuk
sebagal kuasanja di [ndonesia jang dapat menerima surat-ketetapan-padjak, maka surat-
ketetapan-padjak disediakan bagl wadjlb-padjak dikantor Kotamadya Surabzja dan ten-
tang ha! Ini diadakan pengumuman dalam satu atau beberapa surat-kabar jang terbit
dikota Surabaja atas biaJa orang jang diperhutangkan padjak.

Pasal 9

) Kepaia Daerah berwenang membetulkan kesalahan-kesalahan tulis danfatau
hitung Jang terdjadi dalam pembuatan kohir ; akan tetapi sesudah surat-ketetapan-padjak
diterimakan, pembetulan ftu tidak boleh merugikan orang jang diperhutangkan padjak.

(2) Kechilafan-kechilafan mengenal kepjataan-kenjataan |ang terdjadl pada waktu
menetapkan kohir, dapat dibetulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, akan
tetapi setelah surat-ketetapan-padjak diterimakan, pembetulan itu tidak boleh meru-
gikan orang jang diperhutangkan padjak.

(3) Dalam hal-hal chusus, dimana pengeterapan ketentuan-ketentuan peraturan ini
akan bertentangan dengan kepentingan umum atau telah atau akan menimbulkan ke-
tidak-2dilan jang sangat, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memberikan
pengembalian seluruh atau sebagian dari padjak jang telah ditajar atay memberikan
pembebasan padjak.
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Pasal 10.

(N Kepada wadjlb-padjak fjang berhentl sébagai wad]ib-padjak, aras permintaannjs
tertulis dibertkan pembebasan dari ketetapan-padjak untuk bulan-bulan penuh darl
tahun-padjak jang belum berdfalan pada saat berhentinja kewadjiban-padjak.

Pembebasan jang sama dlberikan, djika karena perobahan dalam peruntukan
sesuatu pershl, persil Ini dianggep masuk pembebasan? dimaksud dalam pasal 3.

{2) Djika hasil persil jang ada bangunannja dalam sesuatu tahun-padjak kurang darl
tiga perempat baglan harga-sewa setahun, maka atas permintaan tertulis diberlkan
pembebasan padjak kepada wad|ib-padjak sebesar selisih antara djumlah padjak jang
ditetapkan dan lim> perseratus dari hasi! sewa dalam tahun tersebut, apabila lima
perseratus darl hasil sewa kurang darl padjak untuk persil itu kalau tidak ada ba-
sgunannfa, dihitung menurut ketentuan dalam pasal 6 ajat (2) sub b, maka pembae-
basan padjak adalah sebesar seiisih antara djumlah padjak jang ditetapkan dan djumlah
padjak jang terhutang untuk persil tersebut kalau tidak ada bangumannija.

(3) Surat permohonan pembebasan padjak harus diadjukan kepada Dewan Perwas
kilan Rakjat Daerah sebelum tanggal | April tahun berikut pada tahun penetapan padjak.

Pasal |Il.

{n Dengan tidak mengurang: ketentuan dakam pasal 3. padjak dipungut dalam
tiga angsuran jang sama dan jang hari pembajarannjfa ditetapkan pada hari ke-15 bulan
kedua, ke-empat dan ke-enam sesudah bulan pengiriman surat-ketetapan-padjak ke-
pada Jang bersangkitan.

(2} Pembajaran pzajax dilakukan di Kas Kotamadya. dan pada tiap-tiap pembajaran,
dibubuhi tanda penerimaan pada surat-ketetapan-padjak,
Pasal 12,

Djika wadjib-padjak tidak membajar penuh djumlah padjak jang terhutang se-
belum atav pada harl pembajaran, maka padjaknfa ditambah dengan lima perszratus
dari djumlab padiak jang harus dibajar dan ditagih bersama-sama dengan padjak itu,

Pasal |3

Padjak seluruhnja Jang ditetapkan ditagih sekaligus, djika wadjib-padjak dinja~
;akan palit, begitu pula djika harta-bendanja jang bergerak atau jang tidak bergerak
isita.



